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Abstrak: Ekspansi pertambangan nikel yang dilakukan di Pulau Gag-Raja 

Ampat, menunjukkan ironi antara proyek pembangunan nasional dan masalah 

keberlanjutan kawasan konservasi. Penelitian ini menganalisis konflik konsesi 

tambang PT Gag Nikel melalui pendekatan kualitatif studi kasus dengan 

kerangka political ecology, governance of natural resources, dan environmental justice. 

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian dan 

dipertahankannya izin tambang di Pulau Gag yang berada dalam kawasan 

konservasi menciptakan degradasi ekologis berupa deforestasi, sedimentasi 

pesisir, kerusakan terumbu karang, serta risiko pencemaran air tawar. Dampak 

tersebut juga beriringan dengan dislokasi sosial masyarakat adat Maya yang 

kehilangan ruang hidupnya, akses terhadap laut dan hutan yang dibatasi 

bahkan menghilang, serta otoritas adat seperti praktik sasi yang ikut terdampak. 

Proses perizinan pun menunjukkan bahwa dominasi kebijakan yang bersifat 

top-down, lemahnya keadilan dalam konteks prosedural, serta minimnya 

implementasi prinsip FPIC sehingga eksistensi masyarakat adat rentan 

termarginalkan. Penelitian ini menegaskan bahwa konflik konsesi tambang di 

Pulau Gag bukan hanya sekedar persoalan legalitas izin, tetapi menjadi bentuk 

ketidakadilan ekologis dan agraria laut yang menuntut perubahan tata kelola 

menuju pengakuan hak adat dan pemulihan ekologis kawasan konservasi Raja 

Ampat. 
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Abstract: This study analyzes the conflict surrounding PT Gag Nikels’s mining concession through a qualitative case study approach 

using the frameworks of political ecology, governance of natural resources, and environmental justice. The results of this study show 

that the granting and maintenance of mining permits on Gag Island, which is located in a conservation area, has led to ecological 

degradation in the form of deforestation, coastal sedimentation, coral reef damage, and the risk of freshwater pollution. These impacts 

are accompanied by the social dislocation of the Maya indigenous community, who have lost their living space and access to the sea and 

forests, which has been restricted or even eliminated, and indigenous authorities such as the practice of sasi have also been affected. The 

licensing progress also shows that top-down policy domination, weak procedural justice, and minimal implementation of the FPIC 

principle have made indigenous communities vulnerable to marginalization. This study confirms that the mining concession conflict 

on Gag Island is not merely a matter of permit legality, but a form of ecological and maritime agrarian injustice that demands a change 

in governance towards the recognition of customary rights and the ecological restoration of the Raja Ampat conservation area. 
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Pendahuluan 

Pulau Papua sebagai wilayah yang letaknya di ujung Timur Indonesia, dikenal 

bukan hanya karena keindahan alam, kekayaan ekologis, serta budaya masyarakat adatnya 

yang beragam. Masyarakat adat yang tinggal di wilayah ini memiliki hubungan kuat 

dengan alam yang bukan hanya sekedar sumber perekonomian, tetapi juga bagian dari 

identitas kolektif, spiritualitas, dan sistem pengetahuan mereka. Setiap wilayah adat diatur 

dengan norma, larangan, atau ritual tertentu untuk menjaga keseimbangan ekologis. Maka 

dari itu, setiap perubahan ruang hidup yang penyebabnya aktivitas industri, dapat 

mengganggu ekosistem, serta menggoyahkan pondasi budaya dan sosial di komunitas adat 

itu sendiri. Salah satu wilayah Papua yang menampakkan ketegangan antara pelestarian 

lokal dan kepentingan ekonomi nasional adalah Pulau Gag yang menjadi bagian dari 

gugusan Raja Ampat di Papua Barat Daya. Pulau Gag menjadi kawasan dengan nilai 

ekologis yang tinggi karena dikelilingi oleh perairan dengan berbagai habitat biota laut, 

termasuk terumbu karang yang menjadi bagian dari Coral Triangle, kawasan dengan 

biodiversitas laut tertinggi di dunia (Jesica, 2021). Pulau Gag dari segi geografis, memiliki 

karakteristik geologi dan vegetasi yang khas di pulau-pulau kecil Pasifik yang rawan terjadi 

erosi, dan sangat sensitif terhadap pencemaran sedimen dari aktivitas darat. Bagi 

masyarakat adat di sekitarnya, laut dan pesisir Pulau Gag menjadi ruang hidup tradisional 

yang menyediakan sumber pangan sekaligus ruang sosial-ritual mereka. Karena itu juga, 

keberlanjutan ekologis pulau ini tidak dapat dipisahkan dari keberlanjutan budaya dan 

kehidupan masyarakat adat di sekitarnya. The last forest frontier menjadi julukan pulau 

papua karena ekosistem disana yang terbilang ‘aman’ namun menghadapi ancaman serius 

akibat ekspansi industri ekstraktif seperti aktivitas penambangan (Andriansyah, 2018). 

Sejak awal tahun 2000-an, Pulau Gag telah menjadi lokasi eksplorasi dan pertambangan 

nikel oleh PT Gag Nikel, anak usaha PT Antam Tbk yang memegang izin usaha 

pertambangan (IUP) di pulau tersebut dan bekerja sama dengan mitra asing. 

Perizinan tambang ini berawal dari kontrak yang telah berlangsung sejak tahun 1972 

dan mengalami penyesuaian pasca reformasi (Parandaru, 2025). Seiring meningkatnya 

permintaan global pada nikel untuk industri baterai kendaraan listrik, atensi pada cadangan 

nikel di Pulau Papua kembali meningkat. Pulau Gag yang sebelumnya sempat dianggap 

tidak prioritas karena statusnya yang kecil dan rentan, kembali menjadi incaran karena 

kandungan nikel lateritnya yang tinggi. 

Beberapa waktu lalu, pemerintah melakukan evaluasi besar terhadap izin tambang 

di wilayah Raja Ampat. Pada Juni 2025, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 

(ESDM) secara resmi mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) di Pulau Gag, setelah 

menemukan sejumlah pelanggaran administratif dan indikasi terjadinya kerusakan 

lingkungan (WALHI, 2025). Namun, dari kelima izin yang dievaluasi, hanya PT Gag Nikel 

yang tetap dipertahankan. Keputusan ini pun menimbulkan kontroversi luas karena di satu 

sisi pemerintah menegaskan komitmennya pada konservasi, namun di sisi lain tetap 

mempertahankan satu konsesi besar di wilayah yang dikenal sebagai “surga laut dunia”. 
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Alasan resmi dari pemerintah adalah PT Gag Nikel dianggap memenuhi sebagian besar 

ketentuan perizinan dan memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 

(AMDAL) yang disetujui. Meski demikian, berbagai laporan investigatif menunjukkan 

bahwa aktivitas tambang di Pulau Gag telah menyebabkan deforestasi, pembukaan lahan 

di daerah curam, serta sedimentasi yang mencemari perairan di sekitar pulau. Kasus 

perubahan izin ini menunjukkan dinamika tarik-menarik antara tuntutan perlindungan 

lingkungan hidup yang bertumpu pada prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) bagi 

masyarakat adat dan kepentingan ekonomi nasional dengan pemerintah pusat yang 

berkepentingan mendukung ekspansi sektor mineral strategis, terutama setelah 

diberlakukannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan 

Batubara (UU Minerba) yang menegaskan soal sentralisasi kewenangan perizinan di tangan 

pemerintah pusat dan memberikan legitimasi kuat untuk proyek-proyek tambang bernilai 

strategis nasional. Dalam kasus Pulau Gag, konsultasi masyarakat adat seringkali dilakukan 

sebatas formalitas dan tidak merefleksikan persetujuan yang bebas dan sadar dari 

komunitas lokal disana. Dan ironisnya, konsesi tambang tersebut berada di wilayah dengan 

nilai konservasi laut tinggi dan berdekatan dengan kawasan geopark UNESCO Raja Ampat 

yang ditetapkan pada tahun 2023 yang menyebabkan beberapa dampak negatif dari segi 

ekologis dan sosial. Greenpeace mengungkap bahwa aktivitas penebangan dan pembukaan 

lahan telah menyebabkan sedimentasi berat yang merusak ekosistem terumbu karang 

(Indriwati, 2025). Akibatnya, nelayan adat kehilangan area tangkapan ikan tradisional dan 

menghadapi penurunan produktivitas laut. Selain itu, ancaman terhadap keberlanjutan 

pariwisata berbasis alam di Raja Ampat semakin meningkat, kerusakan yang terjadi pada 

satu ekosistem pulau dapat mempengaruhi rantai ekologi lintas kawasan. Dampak 

sosialnya pun tidak kalah signifikan. Kehadiran tambang di Pulau Gag menimbulkan 

ketegangan di antara masyarakat lokal yang sebagian berharap adanya peluang ekonomi 

baru, sementara sebagian besar lainnya khawatir terhadap hilangnya ruang hidup adat. 

Masyarakat adat yang selama ini menjaga hutan dan laut justru berada di posisi 

terpinggirkan, menghadapi situasi di mana keputusan atas laut dan tanah adat diambil 

tanpa ada partisipasi yang bermakna dari mereka. 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus 

tunggal pada konsesi tambang PT Gag Nikel di Pulau Gag, Raja Ampat. Pendekatan ini 

dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap ironi konflik antara hak adat 

dan prosedur perizinan tambang, serta memberikan ruang untuk memahami dinamika 

sosial ekologis yang kompleks (Wahyudi & Manullang, 2024). Model ini juga sejalan dengan 

penelitian serupa yang mengkaji sengketa lahan adat dan perusahaan tambang di 

Kalimantan Timur, di mana analisis mendalam terhadap satu kasus mampu mengungkap 

pola ketidaksetaraan struktural antara masyarakat adat dan korporasi (Sani & Syamsuddin, 

2025). Paradigma interpretatif digunakan untuk membaca perspektif para pihak, baik 

pemerintah, perusahaan, maupun komunitas adat, sehingga peneliti dapat menangkap 
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makna di balik praktik perizinan dan dampaknya bagi kawasan konservasi Raja Ampat 

(Prasetya dkk, 2025). 

Penelitian ini juga menggunakan data primer berupa dokumen resmi perizinan 

seperti Izin Usaha Pertambangan, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, dan Izin Pinjam 

Pakai Kawasan Hutan milik PT Gag Nikel yang diperoleh melalui situs Kementerian Energi 

dan Sumber Daya Mineral, serta pemberitaan terkini mengenai kronologi perizinan di 

Pulau Gag. Data sekunder dikumpulkan dari jurnal akademik yang membahas konflik 

antara perusahaan tambang dan masyarakat adat, laporan LSM seperti Greenpeace yang 

memantau dampak ekologis di Papua Barat, serta artikel media yang mengulas kondisi 

lingkungan dan sosial di Raja Ampat. Pemilihan sumber ini dilakukan untuk mendukung 

proses triangulasi sehingga temuan dapat divalidasi melalui perbandingan narasi antara 

pemerintah, perusahaan, dan komunitas adat (Wahyudi & Manullang, 2024). 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka secara sistematis. Proses 

ini mencakup penelusuran jurnal di Google Scholar dan portal jurnal nasional dengan kata 

kunci seperti konflik tambang adat Raja Ampat, prosedur izin tambang Pulau Gag, dan 

dinamika pertambangan nikel di kawasan konservasi. Analisis dokumen dilakukan dengan 

memverifikasi informasi dari media kredibel seperti Katadata dan Mongabay untuk 

menyusun ulang kronologi perizinan PT Gag Nikel sejak akhir tahun sembilan puluhan 

(Sani & Syamsuddin, 2025). Pendekatan ini mengikuti praktik penelitian kualitatif yang 

banyak digunakan dalam studi konflik pertambangan, terutama ketika akses terhadap 

wawancara primer terbatas dan peneliti perlu mengandalkan sumber sekunder untuk 

membaca pola klaim hak ulayat yang tidak jelas atau tumpang tindih. 

Kemudian analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik dengan 

mengidentifikasi tema utama seperti alur prosedur perizinan IUP, mekanisme penilaian 

ekologis di kawasan konservasi, serta indikasi pengabaian hak adat dalam praktik 

administrasi pertambangan. Proses pengkodean manual digunakan untuk 

mengelompokkan isu yang muncul dari berbagai sumber, kemudian disandingkan melalui 

triangulasi antara jurnal akademik, dokumen resmi, dan laporan media. Pendekatan ini 

mengikuti model yang digunakan dalam studi konflik tambang Martabe yang menyoroti 

pentingnya partisipasi masyarakat sebagai indikator legitimasi perizinan. Temuan akhir 

kemudian disintesis untuk melihat sejauh mana prosedur legal yang dijalankan pemerintah 

justru menciptakan ironi ketika berhadapan dengan status konservasi Raja Ampat dan 

keberlanjutan ruang hidup masyarakat adat (Sani & Syamsuddin, 2025). 

Hasil dan Pembahasan 

Dampak Ekspansi Pembangunan terhadap Degradasi Lingkungan dan Dislokasi 

Masyarakat Adat 

Polemik perizinan tambang nikel milik PT. Gag Nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, 

yang tidak dicabut menjadi poin krusial untuk memahami bagaimana proyek ekstraktif 

dapat berdampak langsung terhadap degradasi lingkungan serta perubahan sosial 

masyarakat adat. Pulau Gag yang termasuk ke dalam kategori pulau kecil, pada umumnya 
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memiliki siklus hidrologis yang rapuh, tingkat ketergantungannya yang tinggi pada hutan 

untuk menjaga stabilitas tanah, serta pesisir yang berperan penting sebagai penyangga 

daratan (Sani & Syamsuddin, 2025). Ketika konsesi tambang diberikan dan pembangunan 

mulai berjalan, maka nantinya akan terjadi perubahan lanskap yang signifikan. Seperti 

pembukaan lahan untuk pertambangan, pembangunan jalan hauling sebagai akses 

mobilisasi, pembuatan fasilitas operasional, dan aktivitas eksplorasi yang dilakukan oleh 

pihak terkait. Proses tersebut menandakan bergesernya tata ruang pulau: yang semula dari 

ruang konservasi dan ruang hidup adat setempat, menjadi ruang industri. Hal inilah yang 

menjadi persoalan utama dimana adanya tumpang tindih antara izin tambang yang 

diberikan dengan status kawasan konservasi, serta pengabaian pada prinsip perlindungan 

pulau kecil sebagaimana yang dijamin pada UU No. 1 Tahun 2014 tentang PWP3K atau 

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Perpus DPR-RI, 2025). Aktivitas 

ekspansi pertambangan membuat alam dipaksa untuk melakukan perubahan bentuk ruang 

secara fundamental. Pembukaan lahan untuk pertambangan menghilangkan vegetasi yang 

selama ini menjaga tingkat kestabilan tanah dan mencegah terjadinya erosi. Deforestasi di 

pulau kecil juga memiliki dampak yang lebih berat dibandingkan pulau besar karena tanah 

akan cepat terdegradasi, kemudian sedimen mudah hanyut ke laut, lalu retensi air juga 

menurun drastis. Hilangnya vegetasi juga berarti menghilangnya habitat burung endemik, 

satwa-satwa kecil, serta tumbuhan obat yang biasa dimanfaatkan masyarakat adat entah 

untuk dikonsumsi, maupun untuk keperluan lainnya. Masyarakat adat Maya yang 

menggantungkan hidupnya pada relasi ekologis hutan pun mengalami dampak langsung 

terhadap hasil hutannya yang berkurang. 

Salah satu dampak paling destruktif dari aktivitas pertambangan yang dilakukan di 

Pulau Gag adalah meningkatnya sedimentasi di wilayah pesisir. Sedimentasi dapat 

mengurangi tingkat kejernihan air kemudian dapat mengendap juga di terumbu karang, 

karang pun bisa mati secara perlahan karena endapan tadi. Mengingat Raja Ampat sebagai 

pusat keragaman karang dunia, kerusakan ekologi ini tidak hanya berdampak sebatas pada 

masyarakat lokal, tetapi juga dapat merusak ekosistem di tingkat regional. Terumbu karang 

yang ada disana juga hadir sebagai landasan perekonomian masyarakat adat Maya, dimana 

terumbu karang terdapat ikan, kerang, hingga sumber protein utama lainnya yang hidup 

disana. Penurunan kualitas terumbu karang berpotensi besar terjadi penurunan drastis 

produktivitas perikanan yang dapat mengancam ketahanan pangan masyarakat setempat 

(Isaac & Razaq, nd). Risiko kontaminasi logam berat seperti nikel dan kromium dari tailing 

dan sisa operasional industri juga mengiringi aktivitas pertambangan. Di pulau kecil seperti 

Pulau Gag yang hanya memiliki sumber air tawar yang terbatas, pencemaran ini berpotensi 

menghilangkan akses masyarakat terhadap air bersih. Tanah yang terkontaminasi limbah 

pertambangan juga mengancam keberlanjutan pertanian yang menjadi sumber pangan 

masyarakat adat. Ekspansi tambang menciptakan ruang baru yang dikuasai perusahaan 

dan negara melalui rezim konsesi. Wilayah-wilayah yang dikelola oleh adat setempat 

perlahan berubah menjadi wilayah yang terlarang bagi masyarakat. Kebebasan akses 

mereka terhadap hutan, sungai, pesisir, dan kebun tradisional pun berkurang atau bahkan 
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menghilang. Dalam perspektif masyarakat adat, hilangnya tanah bukan sekadar kehilangan 

komoditas ekonomi, tetapi kehilangan ruang hidup yang diwariskan turun-temurun. 

Kerusakan ekosistem pesisir mengurangi hasil tangkap ikan, sementara kerusakan hutan 

membuat masyarakat tidak lagi dapat menggantungkan hidup pada rotan, damar, sagu, 

dan tumbuhan obat. Pada saat yang sama, perusahaan seringkali menjanjikan lapangan 

pekerjaan, namun kenyataannya masyarakat lokal sering hanya mendapat pekerjaan kasar 

dan upah rendah karena tidak memiliki sertifikasi atau keterampilan teknis pertambangan. 

Hal ini menciptakan ketergantungan baru terhadap perusahaan, sekaligus membuat 

masyarakat kehilangan kemandirian ekonomi. 

Karena kekurangan sumber daya manusia yang sesuai dengan kualifikasi 

perusahaan, kehadiran pekerja migran disana membawa perubahan struktur sosial dan 

demografis. Dari sana, risiko marginalisasi budaya, pergeseran norma sosial, serta konflik 

sosial akibat perbedaan kepentingan dan cara hidup dapat hadir ditengah-tengah 

komunitas adat kecil yang menghadapi besarnya tekanan sosial dari populasi pendatang 

yang terus-terusan meningkat. Dengan meningkatnya aktivitas industri, beberapa wilayah 

adat terancam menjadi area operasi tambang. Masyarakat menghadapi tekanan relokasi, 

baik secara langsung maupun melalui mekanisme legal seperti pelepasan tanah ulayat. 

Pengambilalihan tanah melalui prosedur formal seringkali terjadi dengan mengabaikan hak 

adat dan musyawarah. Ruang hidup masyarakat adat tidak hanya berfungsi secara 

ekonomi, tetapi sekaligus menyimpan nilai-nilai spiritual dan identitas budaya. Sasi 

menjadi sebuah bentuk kearifan lokal untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut. 

Ketika wilayah laut dikotak-kotakkan oleh perusahaan atau tercemar sedimentasi tambang, 

praktik sasi akan sulit dijalankan (Kompas, 2025). Masyarakat kehilangan otoritas adat 

untuk mengatur ruang laut, masyarakat adat Maya pun memandang hutan, mata air, dan 

pesisir sebagai bagian yang saling berkaitan satu sama lain. Kerusakan atau hilangnya 

ruang-ruang ini dapat merusak hubungan spiritual yang menjadi landasan budaya juga 

potensi adanya erosi identitas kolektif. Narasi pembangunan yang diusung negara dan 

korporasi sering menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai prioritas utama. Dalam 

konteks Pulau Gag, narasi ini memarjinalkan suara masyarakat adat yang menolak tambang 

ataupun meminta perlindungan wilayah adat. Keuntungan ekonomi dari ekstraksi nikel 

dinikmati oleh aktor-aktor besar di tingkat nasional dan global, sementara beban kerusakan 

lingkungan sepenuhnya ditanggung oleh masyarakat adat. Hal ini menunjukkan 

reproduksi ketidakadilan atas ekologis, yang terjadi saat kelompok yang paling sedikit 

berkontribusi terhadap kerusakan justru menanggung dampak paling besar (Raziq & 

Amanullah, 2025). Dalam kasus Pulau Gag, degradasi lingkungan tidak dapat dipisahkan 

dari dislokasi sosial. Kerusakan hutan menyebabkan menurunnya hasil hutan, kerusakan 

terumbu karang menyebabkan menurunnya hasil tangkap ikan, pencemaran air dapat 

mengancam kesehatan masyarakat, serta perubahan tata ruang membuat masyarakat 

terputus dari tanah adat mereka. Lingkungan dan masyarakat adalah satu kesatuan yang 

saling menghidupi, ketika ekosistem rusak, masyarakat adat pun akan kehilangan pondasi 

material, budaya, dan spiritual yang menjadi basis keberlanjutan hidup mereka. Dengan 
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demikian, ekspansi pembangunan industri di pulau kecil seperti Pulau Gag bukan hanya 

persoalan ekologis semata, tetapi juga ancaman langsung terhadap keberlangsungan 

masyarakat adat setempat. 

Prosedur Pemberian Izin Tambang di Pulau Gag (Raja Ampat) 

Prosedur pemberian Izin Usaha Pertambangan di Indonesia dimulai dari pengajuan 

permohonan perusahaan kepada instansi berwenang, khususnya Kementerian Energi dan 

Sumber Daya Mineral untuk wilayah yang dianggap strategis seperti Pulau Gag di Raja 

Ampat (Kambey, 2020). Pada tahap awal ini, pemerintah melakukan verifikasi administratif 

dan teknis terhadap dokumen perusahaan, termasuk legalitas badan usaha, rencana kerja, 

studi kelayakan, dan komitmen pengelolaan lingkungan. Verifikasi tersebut menjadi dasar 

untuk menilai kemampuan finansial dan teknis perusahaan sebelum proses berlanjut ke 

tahap yang lebih substansial. Setelah dinyatakan memenuhi persyaratan awal, perusahaan 

diwajibkan menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan sebagai instrumen yang 

menilai potensi gangguan ekologis. Kewajiban ini menjadi sangat penting mengingat Pulau 

Gag berada dalam kawasan konservasi dengan tingkat kerentanan yang tinggi (Sari, dkk. 

2025). Proses penyusunan dokumen lingkungan melibatkan konsultasi publik yang 

mengikutsertakan masyarakat lokal dan pemangku kepentingan, sehingga pemerintah 

dapat menampung masukan terkait potensi dampak sosial dan lingkungan serta ancaman 

terhadap ruang hidup komunitas adat. Penilaian aspek ekologis kemudian disempurnakan 

oleh lembaga terkait termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk 

memastikan bahwa standar perlindungan lingkungan benar benar terpenuhi sebelum izin 

diterbitkan. 

Kerangka prosedural tersebut menjadi lebih kompleks ketika meninjau kasus PT Gag 

Nikel yang telah mengantongi izin sejak tahun 1972 dan memperoleh Kontrak Karya 

Generasi Delapan pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan dengan area 

konsesi lebih dari tiga belas ribu hektare (Syahra, dkk. 2025). Status historis ini membuat 

perusahaan berada pada posisi khusus karena tetap diperbolehkan beroperasi meskipun 

terdapat larangan aktivitas tambang di pulau kecil sebagaimana diatur dalam regulasi 

kelautan. Pengecualian tersebut diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang Undang Kehutanan tahun dua ribu empat karena kontrak perusahaan diterbitkan 

sebelum Undang Undang Kehutanan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan 

diberlakukan. Setelah melalui penyusunan dokumen lingkungan dan memperoleh Izin 

Pinjam Pakai Kawasan Hutan, pemerintah akhirnya menerbitkan Izin Usaha Pertambangan 

Operasi Produksi pada tahun dua ribu tujuh belas yang berlaku hingga tahun dua ribu 

empat puluh tujuh. Pemerintah melalui pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya 

Mineral menyebut bahwa operasi PT Gag Nikel dinilai sesuai dengan dokumen lingkungan 

yang telah disahkan. Penilaian kelayakan ekologis pada kasus ini melibatkan koordinasi 

lintas kementerian termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta 

Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memastikan area operasi berada di luar 

kawasan Geopark Raja Ampat, meskipun kondisi ekologis kawasan tetap memerlukan 
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pengawasan secara ketat. Keseluruhan proses ini akhirnya memperlihatkan paradoks 

antara prosedur legal yang dijalankan secara lengkap dan kerentanan ekologis Pulau Gag 

yang seharusnya mendapatkan perlindungan maksimal sebagai kawasan yang memiliki 

nilai konservasi sangat tinggi. 

Pemulihan Ruang Hidup Menuju Keadilan Agraria bagi Masyarakat Adat 

  Pencabutan izin PT Gag Nikel dan tiga perusahaan lainnya terjadi setelah adanya 

tekanan dari publik serta penyelidikan media pada 2025, bukan sebagai langkah 

pencegahan yang berdasar hukum atau etika, yang menunjukkan respons reaktif 

pemerintah yang sering menutupi pelanggaran dengan narasi pembangunan. Konflik ini 

memperlihatkan persaingan penggunaan ruang antara perlindungan kawasan laut 

UNESCO dan eksploitasi mineral, di mana penambangan terbuka di pulau kecil 

mengakibatkan sedimentasi, kerusakan terumbu karang, serta hilangnya akses bagi 

nelayan adat (Rusdiana, dkk. 2023). Pencabutan izin tidak cukup sebagai tindakan 

administratif harus disertai restitusi ekologis, audit kerusakan, serta pemulihan sosial 

untuk masyarakat adat Raja Ampat tanpa menindak pelakunya. Tanpa hal tersebut, 

langkah negara hanya terlihat sebagai citra hijau yang tidak berhasil mengatasi kerentanan 

ekosistem pulau kecil sesuai dengan UU No. 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir 

dan Pulau-Pulau Kecil. Negara harus berubah dari perantara konsesi agraria laut menjadi 

fasilitator pengakuan masyarakat adat sebagai entitas hukum utama dalam pengelolaan 

wilayah mereka (Rajab, dkk. 2022). Regulasi ini menyebabkan ketidakharmonisan sektoral, 

mengecilkan kuasa adat dalam pengelolaan mineral di area konservasi laut, sehingga 

keadilan agraria laut tetap menjadi retorika belaka. Masyarakat adat Raja Ampat tidak 

hanya kehilangan wilayah perairan mereka juga kehilangan masa depan ekonomi yang 

bergantung pada perikanan dan ekowisata, identitas budaya, serta hak untuk mengatur 

ruang wilayah mereka sendiri karena konsesi tambang nikel (Sani & Syamsuddin, 2025). 

Kondisi ini mencerminkan neokolonialisme agraria, di mana wilayah laut tradisional 

diubah menjadi area industri dan hak-hak ulayat dianggap sebagai penghalang bagi 

investasi mineral. Meskipun demikian, Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 secara jelas 

menegaskan bahwa negara mengakui dan menghargai keberadaan masyarakat hukum adat 

beserta hak-haknya selama masih ada dan sesuai dengan prinsip NKRI (Rusdiana, dkk. 

2023). Untuk mendesentralisasi wewenang pengelolaan kepada masyarakat adat, hukum 

agraria laut tetap menjadi alat legitimasi dominasi negara dan perusahaan atas persaingan 

tata ruang di Raja Ampat. Masyarakat adat Raja Ampat tidak memiliki kesempatan otonomi 

untuk menentukan nasib lahan agraria laut mereka, sehingga pengembangan tambang 

nikel menjadi proyek marginalisasi yang memperburuk persaingan tata ruang di area 

konservasi. Prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) sebagai norma internasional 

harus diterapkan pada proyek konsesi tambang di area adat, namun negara 

menganggapnya hanya sebagai formalitas administratif tanpa adanya konsultasi yang 

substansial (Novika, 2025). Pada kasus PT Gag Nikel, terdapat ketiadaan mekanisme 

konsultasi publik, suara masyarakat adat diabaikan untuk keputusan yang diambil secara 
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tertutup, menjadikan FPIC sebagai hak kolektif yang dilanggar secara teratur (Fitri & 

Firdaus, 2023). Pelanggaran ini sering kali dikemas dalam narasi "ekonomi hijau" atau 

hilirisasi nikel, yang menyamarkan eksploitasi merusak terhadap ekosistem laut sebagai 

suatu kemajuan yang progresif (Sani & Syamsuddin, 2025). Perlu adanya perubahan 

paradigma dari model elit yang terpusat menuju pengelolaan berbasis komunitas adat yang 

menggabungkan kearifan lokal untuk keberlanjutan perencanaan ruang Raja Ampat. 

Pengelolaan adat terbukti lebih efisien daripada eksploitasi industri, sehingga pemerintah 

perlu belajar dan memberdayakan masyarakat tersebut sebagai pengelola utama area 

konservasi (Rajab, dkk. 2022). 

Kesimpulan 

Konflik konsesi tambang nikel di Pulau Gag menjadi bentuk nyata atas ketegangan 

antara kepentingan ekonomi negara, keberlanjutan ekologis, dan budaya masyarakat adat. 

Prosedur legal negara yang memfasilitasi ekspansi pertambangan telah menghasilkan 

perubahan tata ruang yang signifikan, mulai dari kerusakan pada hutan, meningkatnya 

sedimentasi pesisir, hingga ancaman terhadap terumbu karang yang menjadi landasan 

ekologis di Raja Ampat. Degradasi lingkungan seperti kerusakan hutan, sedimentasi pantai, 

dan ancaman terhadap terumbu karang mengurangi ketahanan ekosistem, memengaruhi 

layanan ekosistem seperti perikanan yang berkelanjutan dan pariwisata alam. Secara sosial- 

budaya, pemindahan masyarakat adat Maya mengurangi hak ulayat dan praktik spiritual, 

melemahkan identitas komunal, serta memperburuk kemiskinan struktural di komunitas 

pesisir. Dari sudut pandang politik-ekonomi, fungsi negara sebagai penyedia konsesi 

daripada penjaga hak adat mencerminkan prioritas ekstraktifisme, yang bisa merusak 

legitimasi pemerintah dan memicu perlawanan gerakan lingkungan. Untuk penelitian 

mendatang, disarankan analisis perbandingan konflik tambang nikel di daerah lain seperti 

Halmahera atau Sulawesi untuk mengenali pola nasional ketidakadilan agraria laut, studi 

dampak jangka panjang FPIC terhadap efektivitas partisipasi masyarakat adat dalam 

kebijakan pertambangan, serta penelitian berbasis GIS untuk memetakan perubahan tata 

ruang akibat aktivitas tambang dan proyeksi restorasi ekologis di kawasan konservasi. 

Rekomendasi praktis mencakup audit komprehensif terhadap IUP tambang di Raja Ampat 

oleh pemerintah, yang mengintegrasikan FPIC autentik dalam UU Minerba serta 

pengalokasian dana restitusi untuk pemulihan tradisi dan ekologi; penerapan standar ESG 

oleh perusahaan tambang dengan melibatkan masyarakat adat sebagai mitra manajemen, 

termasuk program tanpa deforestasi; serta pembentukan koalisi advokasi oleh masyarakat 

adat dan LSM untuk litigasi hak ulayat di pengadilan konstitusi disertai kampanye digital 

untuk memperkuat pengawasan publik atas perizinan. 
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